






Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, 
maka penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di daerah dapat 
diperoleh dengan mengajukan permohon perlindungan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Permohonan perlindungan dapat diajukan atas 
inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat yang berwenang dengan cara 
datang secara langsung maupun melalui surat, Fax atau Surat Elektronik 
untuk mendaftarkan atau memberikan berkas permohonan kepada LPSK di 
Divisi Penerimaan Permohonan. Bentuk perlindungan yang dapat 
diberikan oleh LPSK kepada saksi yaitu perlindungan fisik yang berupa 
pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, 
pemberian layanan medis dan pskologis, penggantian biaya transportasi 
dan akomodasi selama dalam perlindungan, perlindungan di rumah aman, 
relokasi dan identitas baru serta identitas saksi yang dirahasiakan dari pihak 
manapun, untuk melindungi saksi dan memberikan rasa aman. Khusus 
dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana 
korupsi, LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 





Nomor: SPJ-12/01/08/2010-KEP-066/I.6/LPSK/08/2010 yang kemudian 
dibentuk suatu Petunjuk Teknis, sebagai tindak lanjut dari Nota 
Kesepahaman tersebut.  
2. Kendala yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di daerah adalah : 
a. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengai pembentukan LPSK di 
daerah. Keberadan LPSK yang hanya berada di pusat yang 
mengakibatkan LPSK kesulitan untuk memberikan perlindungan 
terhadap saksi yang berada di daerah. 
b. Anggaran dana yang diberikan oleh negara menjadi persoalan dalam 
melaksanakan tugasnya untuk melindungi seluruh warga negara di 
Indonesia, dan anggaran untuk menambah pegawai karena semankin 
meningkatnya permohonan perlindungan baik dari pusat maupun dari 
daerah. 
c. Proses pengajuan permohonan yang terlalu rumit sering kali 
membingungkan para saksi dan korban, akibat dari proses yang rumit 
para pemohon harus melewati proses yang tidak pendek dan akses 







Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala 
keterbatasan dan kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang khusus 
terhadap pentingnya keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) khususnya di daerah, yaitu dengan memberikan 
dukungan moril maupun materil sepenuhnya agar tujuan pembentukan 
LPSK itu sendiri dapat terwujud sebagaimana mestinya, sehingga 
manfaat dari LPSK dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia 
secara merata ataupun menyeluruh. 
2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan LPSK di 
daerah. 
3. Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi yang menjelaskan tentang keberadaan 
serta fungsi-fungsi dari LPSK terhadap aparat penegak hukum khususnya 
di daerah serta perlu lebih memperbanyak SDM dengan merekrut tenaga 
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